
Mengisap Untung di 
Atas Derita Petani

KARAWANG- Saat para petani susah karena 
pupuk subsidi langka, disinyalir ada segelintir 
orang yang sedang memainkan dan mengatur 
pupuk subsidi dengan menghisap keuntungan 
di tengah penderitaan petani. ■

Praktik kotor itu terungkap di salah satu ke- 
camatan yakni Pakisjaya. Di wilayah itu, seperti 
rilis yang disampaikan Serikat Petani Karawang 
(Sepetak) ada dugaan penyeiewengan pupuk 
subsidi jenis urea sebanyak 527 ton untuk Ke- 
camatan Pakisjaya. Sepetak meminta penegak 
hukum harus mengusut tuntas.

"Ini baru di satu Kecamatan Pakisjaya,” ungkap 
Mustopa, aktivis Serikat Petani Karawang (Sepe
tak), baru-baru ini.

Saat ini, kata dia, pupuk subsidi khususnya 
jenis urea memang sudah mulai direalisasi 
secara bertahap.

Pada saat situasi sulit karena pandemi dan 
pencabutan subsidi, Sepetak m endapati 
ketidakberesan dari realisasi penyaluran pupuk 
subsidi jenis urea per 22 September 2020. Dari 
hasil verval dan data kios muncul selisih volume

Berarti ada potensi kerugian 
uang negara sebesar Rp. 

2.160.700.000.

cukuptinggi.
"Menurut hasil verval pupuk subsidi telah ter- 

salur sebanyak 1.975 ton sedangkan data yang 
dihimpun dari kios tercatat sebanyak 1.448 ton. 
Berarti selisih data pupuk sebanyak 527 ton.

Bila selisih pupuk itu tidak bisa dipertang- 
gungjawabkan artinya terdapat sekitar 527.000 
kg (selisih pupuk) x 4.100 (nilai subsidi). Berarti 
ada potensi kerugian uang negara sebesar Rp. 
2.160.700.000.

Dan ini adalah korupsi. Jadi, penegak Hukum 
harus segera meringkus para mafia pupuk sub
sidi," tutur Mustopa.

Dikatakan dia, ini baru di satu kecamatan 
saja, jika itu terjadi di satu kabupaten, bisa 
dibayangkan berapa kerugian yang harus 
ditanggung negara.

Untuk itu kami Serikat Petani Karawang 
mendesak kepada pihak berwenang un
tuk segera mengaudit dan melakukan 
penyelidikan terhadap PT Pupuk kujang, 
distributor, petugas verval dilapangan 
dan dinas pertanian atas selisih pen
yaluran pupuk bersubsidi yang jelas 
jelas merugikan petani dan tentunya 

keuangan negara.


